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Menimbang : a.

Mengingat L.

b.

BUPATI KATINGAIT

bahwa dalam upaya tertib administrasi dan fisik barang milik
Fe*"ti"t f, fabupaten Katingan, maka pejlu dilal+kan
p""gr*.""" dan- pemeliharaan secara tertib agar dapat

aigrltt*t "t 
secara optimal dalam mehdukung

pe-nyelenggaraan Otonomi Daerah;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2ao7 Pasal 4 Ayat 2 huruf g untuk melaksanakan

Purrg****tt dan perneliharaan Barang Milik Daeratr

berd'asarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi,
dan keterbukaan, efisiensi, d.kuntabilitas dan kepastian n{*i,
*"t" perlu disusun sistem dan Prosedur Pengamanrt dtl
pemeliiiaraan Barang Milik Daefah di Lingkungafl Peinerintah
Kabupaten Katingan ;

bahwa unhrk melaksanakan maksud tersebut pada hurlf a

dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Katingan ;

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten sert{ran,
Kabupaten sukamara, Kabupateri Lariiandau, Kabupaten

d;-.i,,; M"", Kabupaien Pulang Pisau, Kabrrpaten Murung
Raya a-an faUupaten Barito Timur di Provinsi Kalimaritan
i"ig"rt (Lembarin Negara Republik Indonesia Tahun 2aa2
Norior 1'8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4180 );

undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar -pokok-Fokok Agraria (Lembaran Negara Rep-ublik

Indonesia Tahun 1960 Nonror lA4, Tambahaii Lembafdfl
Negara Republik Indonesia Nomor 2Oa3l;

undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

fenyelenggu.taan Negara Yqng Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,

c.

2.

3.



4.

Kolusi Dan Nepotisme {femlayn Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 N";;;'i, bambahan t'eiruaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3815);

Undang*Undang Nomor - 31 Tahun 1999 tentang

PembemntasanTindakPidanaKorupsi(I,embaranNegara
nlp*Ut Indonesia Tahun 1999 Nomor 140' Tambahan

Lembaran Neg; Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimanat*r"r'diub-ahdenganUndang.U:rdangNomor
2O Tahun 2OO1 lG*aran Negara Repubtrik-Indonesia Tahtrn

2OO1 Nomor 1i4, Tambahan Lembaran Negara Repr-lblik

Indonesia Nomor a15O);

undang-undang Nsmor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

N"g"""" 0,embaLn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Thmbahan-Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendaharaari Negara fl'embaran Negara Re.ryublik

iadonesia Tahun 2OO{Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun zOOq tentang
p"**ti[*r"", Fengelolaan Dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (IxmLaran Negara Reptlblik Indonesia Tahun 2OA4

Notor 66, Tambahan-l-embaran Negare Republik Indonesia

Nsmcrr aaOO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
pemeriitahan fraeratr {Lembaran Negara Republik Indonesia

tah.rt 2oo4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara

n"p.rlUt Indonesia N9m9r 4437) seg"gagTa telah diu{f
t*t"."p" kali temkhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahrrn 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indoaesia Tahun
2OOB Nomor 59, Tambahan Lembara* Negara Republik
Indonesia Nomor a&aa\

undang-undang Nomor 33 Tahun 2aa4 tentang Perimbangan

Keuanfan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
iZO, t**buhan l-emtaran Negiara Republik Indonesia Nqmof
a+38);

undang-undang Nomor 1.2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan fi,embaran
Negara Republik tndonesia Tahun 2oI" 1 Nomor 82,
tamnafran ftmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun l97t teatang
Penjualan Kendaraan Perorangan DTtu Milik Negara

llrmbaran Negara Republik Indoaesia Tahun 1971 Nomor
ig, t *t"h*n Lembarag Negara Republik Indonesia Nomor
Le67l.

5.

6.

7.

8.

o

11.



13. Peratrrran Pemerintah Nomor 4O Tahun 1994 tentang Rumah

ft;t; g,embaran Negara Republik Indo3e9i1 1994

i.i;il;; og, rao*uarran-lemuaran Negara Republik tndonesia

Nomor 3573) sebagsimana tslah diubah dengl1 P3ratyan
i;-**rt ti t Nomor-3l Tahun 2OOS tentang Perubahan Atas
peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1994 tentang Rumah

N;#" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Notor 64, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a515);

Peraturan Pemeriitah Norrior 2 Tahun 2oo1 tentang

r.rrg***an Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara

D;; pemerintah Pusat Kepada Pemeriatah Daerah Dalam

Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangaa Dae:rah (Lembaran 

. 
Ngeara- Requblik

Ind&iesia Tahun ZOOS Nomor L4A, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerfurtahan Daerah {I"embaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2oo5 Norr.crr 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Dagratr (Lemiaran Negara

nepirUtit Indonesia Tahun iaaO Nomor 2A, Tambahan
l,emUaran Negara Republik Iadonesia Nomor a6O9);

Peraturag Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT hntang
#bA; Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Frovinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara ngnullik Indonesia
Tahu; ZAOT Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahr:n 2010 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonsia Tahun 2o1a Nomor L23, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 3 Tahun 2oo8
tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang_ mgnjadi
Keurenangan Pemerintah Kabupaten Katingan {Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OOB No' 3);

Peratumn Daerah Kabupaten Katiagan No. 11 Tahun 2OO8

1gntang Pengelolaan Barang Milik Daerah (L,embaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 8);

peraturan ksiden Nomor 54 Tahun 2aLa kntang
Pengadaan Barang/ Jasa Pimerintah ;

14.

15.

L6.

17.

18.

19.

24.

21.

22.



23.

26.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5. Tahun 1997

tentang Tuntutan PerbendaharJan dan Ttrntutan Ganti RuSl

feuanEan dan Materiil Daerah;

PemturanMenteriD.atamNegeriNomorTTahun2006
l*rrt"rr* Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
pemeriitahan Daerah sebagaimana telah diubah dengart
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2oa7

l-"t *g perubahan Ata$ peraturan Menteri -Dalam Negeri

llo*oi Z Tahr.rs 2006 tentasg Standarisasi Saraaa dan

Prasaiana Kerja Pemeriotahlrn Daerah;

Keputusan Menteri Dalam N:S*d Nomor 49 Tahun 2OOL

i"rit"og Sistem Informasi Manqiemen Barang Daerah;

KeputusanMenteriDalamNegeriNomorL2Tahun2oo3
tentang Pedoman Penilaian Bara:rg Daerah;

peraturafi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

;;t ng Pedoman PengetJhan Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah d*t'gat' Per{u1an Menteri Dalam

N;g# Nomor 59 Tahun 2AAT ientang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Menetapkan :

27.

UEffiTIflISKAIT:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGAMANAN DAI{ PEMELIHARAAN BARANG MILIK

beenaH Oi l,fx[[ur'i6nN pe*ummnn KABUPATEN KATINGAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jhtingan
yaitu Bupati fog$erkr perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif
Daerah;

2. Bupati adalah BuPati Iktingan ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selar{utnya.disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakryat Daerah Kabupaten

Katingan;

4. sekretaiiat Daeratr adalah sekretariat Daerah Kabupaten
Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Itutingan;

6. Inspektorat addlah Inspektorat Kabupaten Katingan ;



7. $atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu Perangkat
Pemerintah Daerah yang mempurqai pos anggaran tersendiri
pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Tekrtis Eaerah,
Badan/Iembaga Lainnya, Kantor di Kahupaten Katingan;

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemeriitah Daerah
yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintah Daeiah;

Satuan Kerja Peranglat Daerah yaag selanjutnya disebut SKPD
adalah perangkat daerah selaku pengguaa barang;

Unit Kerja adalah Bagran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Kuasa Penguna Baraag;

Barang milik daerall adalah sernua barang yarrg dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnta
yang sah;

Pengelola barang milik daerah selartjutnya disebut pengelola
adalah pejabat yarig krryenang dan bertanggung jawab
melalrukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;

Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut
pembanlr pengelola adalah pejabat yang bertanggungiawab
mengkoordinir pnyelenggaman pengelolaan barang milik
daerah yang ada pada satuan kerja daerah;

Penguna barang milik daemh selanjutnya disebut pengguna
adalah pejabat pemegang kewenangan fnggunaarr barang
milik daerah;

Kuasa penggu$a bamng milik daerah adalah kepala sattran
kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk
mengunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

Pengadaan BaranglJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan unhrk
memperoleh BaraaglJasa oleh Kerhenteriein /Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prc)se$nya
dimutai dari pereflcarlaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;

Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi
tugas uatrrk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;

Pengurus barang milil( daerah adalah pegawai yang diserahi
tugas untuk mengurus barang daeiati dalam pro$es pemakaian
yang ada di setiap $atuan kerja perangkat daerah/unit kerja;

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman
barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai;

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

t4.

15.

16.

L7.

18.

19.



21.

20.

22.

23.

24.

pemelilraraan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan

;;; ;;r" uarans piurc?aer-a! rylalu dalaA a3d9n.!* d"tt
sfip.ro6rt digun tan secara krdaya guna dan berhasil guna;

pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendaliafi dalam

p""S;"* barang *itik daerah dalam bentuk fisik,

ldrinistratif dan tindakan upaya hukum;

Penggunaan adal,ah kegiatan yang dilakukan oleh

t;ilg,rrr"/kuasa penggma dalam mengelola dan

rn*t?a.r*rrt at uo barang milik daera*r seSuai dengan tugas

;L;k fu tungsi satuan Keda Perangkat Daerah tsKPD) yang

bersangkutan;

Daftar barang pengguna yang selanjutrya disingkat dengan

ngp "adrh 
J"** y"rr* memuat data barang yang digunakan

oleh masing-masing Pengguna;

Daftaf barang kuasa penggufia yang selanjutnya dising-kat
pglgr adalah daftar Vrirg memuat data barang yang dimigki
oleh masing-masing lmasa pengguna;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penJrusuflan Peraturan Bupati ini ialah untuk
perlyeragaman langkah dan thdakan yang diperlukry
pefrga:r1anaa dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai

d*ngatt peraturan aJrgan.

Tujuan dari pada Peraturan Bupati ini adalah 
-sebagai 

pedoman

*i*.**n*""- basi pejabat/petugas peltgelcla barang ryrlif
daerah secara *"tw"iut"tt sehirigga dapat dipakai sebagai

acuan oleh "e*.r" 
pihak dalam rangka melaksanakart

pengaflranan dan pemeliharaan barang mitrik daerah'

pzuesd* peNcrr,otrEiH*c narur DAERAH

Pasal 3

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik
dairah berwenang Aaa *rtangungiawab atas pembinaan dan
pel,aksanaan pengelol,aan barang milik daerahi
b*u* metaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu
oleh:
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku pmbantu

pengelola;
c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
d. xepata unit Pelaksana Tekris Daerah selaku kuasa

Fngguna;

{1}

(21

(u

{2t



e. PenYimPan barang; dan
f. Peaguru* barang'

Pasal 4

(1}BupatisebagaiFmegangkekuasa'anpengelolaanbarangmilik* 
Dairah ber"wenang dan bertangungiawab :

a. menetaptantebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. 1renggunaln, . Pemanfaatan atarr

pemindahtang€man tanah dan banggnan;

c. *o."t pkantebiiakan pengamarlan barang milik dSerah;

d. **',g*3.,k*', usul-pemindahtanganan barang milik 9aerah

yqng iemerlukan persetujual Dewan Pervrakilan Rakyat

Daeratr;
e. **''y*t,*3.,i usul pemiodahtanganan dan penghapusan

barang r;rilik daerafu sesuai batas keweaangannya; dan

f. ilierryealjui usul pemanfaatal birrang miuk daerah selain

tanah danlatau bangunan'

(2) Sekretaris Daerah selaku pagelola, berwenang dall

f'ffiJffikabar yans me,,surus dan menyimpan
bara:rg milik daerah;

b. *"rr*ilti dan menyetqiui rencaaa kebutuhan barang milik
daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. mengatur platsartaatt , penghapusan dan
p"*irar.ht rrgur.u* barang milik daerah yang telah
disetujui oleh BuPati;

e. melalirkas koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daer*rtr; dan

t melalrJkan penga\lrasan dan per:gendalian atas
pengelclaan barang milik daerah'

(3) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dapatL 
melirnpahkan sebagian keureaangannya kepada pembantu
pengelola.

t4) Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku pembantu
pengelola birwenang dan bertanggungiawab :

;. Membantu peagelola untuk mengkoordinir
penyelengaraaB pengelolaan baraag milik daerah yang

ada Pada maeing-masing SKPD; dan
b. membarrtu pngelola dalam melaksanakan

kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

Peratrrran ioi.

ts} Kepala saAran Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna

barang milik daeratr, benrenang dan bertanggungiavrab: 
-a. mengajukan rancana kebuttrhan barang milik daeryh bagi

satuan kerja perangkat daera}. yang dipimpinaya kepada
BuPati melalui Peagelola;



b. mengqiut<an permohonan penetapan status untuk
Fnguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang
diproleh atas beban APBD dan perolehan lairrnya yang
sah kepada Bupati melalui pengelola;

c. melakul<an peflcatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam fnguasaannya;

d. meaggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepntingan penyelensaraan
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
yang diPimPinnYa;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaarulya;

f. meugqiukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan Dewan Pemrakilan Rakyat
Daerah da]r barang milik daerah selain tanah danlatau
bangunan kepada Bupati melalui pengelola;

g. menyerahkan tanah dan bangunan y{ing tidalt
dimanf,aatkeg untuk kepentingarl penyelenggaraan f.ugas
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

h. melakukan pengawasafl dan pengendalian atas
p€ngunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaanrrya; dan

i. mer$rusull dan menyampaikan Laporan Barang Penggr-ma
Semesteran {LBPS} dan Laporan E}arang Penguna
Tahunan {LBPT} serta Laporan Inventarisasi 5 {lima}
tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya
kepada pengelola,

{6} Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selakq kuasa pengguna
barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
a. rnengajukan fensigta kebutuhan baiang mitik daerah bagi

unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

c. mengwmkan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaanaya untuk kepentingan perryelengaraan
tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengamankan darr memetrihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

f. merr5rusurl dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semester TLBKPS) dan l"aporan Barimg Kuasa
Pengguna Tahunan F;BKPT, yang berada dalam
penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat
daerah yang bersangkutan.



t?) Perqrimpan barang bertugas barang milik daerah
yang berada pada SI(PD' yang meliputi:
;. - trelakulan perhitungan btrr*rng {stock opname} sediltitnya

setiap 5 (enam) bulan sekali yallg rnenyebutkan dgngan
jehslenis, jumlah, dan keterangan lain yang diperlukan;

b. meneuu dan menglrimpun dokunnen pengadaan barang
yang diterima; , ..,

c. meJefti jumlah dan kualitas barang yaog diterima sesuai

dokumen Pengad.aan;
d. mencatat barans rnilik daerah yang diterima ke dalam

bukulkarhr barang;
e. membuat laporan penerimaao, penyaluran dan

stock/persediaan barang milik daemh kepada pengguna;

f. *.r.ghi*prro $eh.rruh tanda bul*i penerimaan dan
pengetuaran/penyerahan barang secara tertib dan teratur
*rttitgg* memudatrkar: urrtrrk mencari apabila sewaktu-
waafrl diperlukan terutama dalam hubungannya dengan

Pengawas{rn;
g. *"*ulr"t lapomn secara periodik maupun insidentil

flengeflai pengurusan barang yang meqiadi
taogguttgiawabnya kepada pengelola' melalui pengguna;
dan

h, mengamankan barang milik daerah yang ada dalam
persediaan.

tSl kngurus barang bertugas mengurus barang milik daerah
dalam Fmakaian pada masing-masing SKPD, yang meliputi:
a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di

masiag-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun
perolehan lain yang sah ke dajam Kartu Inventaris
Barang tlilB), Ikrtu Inventaris Ruangan (KIR)' Buku
Inventaris (BIl dan Buku Induk Inventaris {BII} sesuai
kodefikasi dan penggolongan Bfirang Milik Daefirh;

b. rnelakukan pencatatan Barang Mitik Daerah yang
dipetihara/diptbaiki ke dalam Iturtu Pemeliharaan;

c. melryiapkan Laporan Barang Penguna Semesteran dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan
Invenarisasi 5 tlima) tahunan (seasus) yang berada di
SKPD kepada pengelola melalui pembantu pengelola
barang rnilik daerah;

d- menyiapkan usulan penglrapusan Barang Mitik Daerah
yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;

t9) Pembantu PengUrus Barang berhrgas membanhr Pengurus
Barang untuk meagurus bara$g milik daemh dalam
pemakaian pada unit kerja SKPD tertentu-

{1O} Penyimpan E}arang, Pengurus Baran$ dan Pembantq Pengurus
Baraag diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan
Pengelola dan tidak boleh dirangkap oleh bendahara.



BAB IV
PENGAMANAN DAIq PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 5

{1} Pengelola, pengguna/k rt*a pengguna' wqiib melakukan
tilrog rnilik daerah yarrg berada dalam

penguasaaillya;

{2} Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} meliPuti:
a. p*rrgam-rr.rn administrasi meliputi kegiatan Peu[bykuan,

invCntarisasi, pelapoi"n dan penykpanen doki-rmen

kepemilikan {eertifikat tanah, bu}(ti kepemilikan
keadaraanbemotor{BPKB},daridokurnenlainnya};

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya p91I*"'
i*.S"t barang penu,.man jumlah barang dan hilanslya
barang;

c. peaga;anan fisik untuk t?nah dan bangunan qitryk",
i.t gr3 cara pemagaran dan pemasangan tanda batas,
setain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
pnyimPanan dan Peraeliharaan; dan

d. prng*n anan huklm antara lain meliputi kegiatan
mebngkapi bukti status kepemilikan'

Pasal 6

tU Pengamanaa adnrinistratif sebagaimarie dalam Pasal

5 *y"t {2} huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengannahan adrcinistratif terhadap barang bergera&

dilakukan dengan cara:
1. Fncatatanlinventarisasi oleh Fngguna untuk

uarang di lingkuagan sI(PD dan dilaporkan kepada
pengelola melalui pembantu pengelola;

2. pencatatan/inventarisasi oleh pembantu pengelola
tarang r:ntuk barang yang dipertanggungiawabkan
kepada Pengelola;

3. pemuantu peagelola danlatau SKPD urenyelesaikan
uutti kepmilikan (BPKB,Falfix. dan lain-lain) barang
milik daerah.

b. Pengarnanan administrasi terhadap barang tidak bergerak
dilakukan dengan cara:
1. pencatatan/inventarisasi sec*ra tertib oleh pengguna

untuk barang di linglcungan SI{PD dan
dtlaprkan kepada pembaatlr pengelola;

2. peniatatan/inventarisasi secara tertib oleh pengelola
unfilk barang di lingkungan pengelolal pembantu
pengelola;



(21

3. penyelesaian buki kepemilikan seperti : IMB, Berita
Acara Serah Terima, Surat Perjanjian, Ake Jual
Beli/Surat Pelcpasan Hak (SPH) dan dokuimen
pendukung lainya dilaksanakan oleh penggu&a
barang sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4. pensertifikataa tanah dilaksanakan oleh pembantu
pengelola barang; dan

5. penyimpanan bukti kepmilikan dilakukan oleh
pengelola dalam ha1 illi dilaksanakan oleh pembantu
pengelola.

c. Pengamanan admirisffatif terhadap barang persediaan
AiUi<utcan decgan cara pencatatan dan penyimpanan
secara tertib.

Pengar:ranan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
&; pengaman€ur terhadap barang bergerak dilakukan dengan

Cdi€r:
1,. pernanfaatan sesuai tujuan;
2. p€nggudangafl/penyiarpanan baik tertuarp maupun

terbuka; dan
3. pefirasangan tanda kepemilikanllabel dilakukan oleh

pengguna dengan koordinasi pembantu pengelola
dengan ukuran sebagai berikut :

a) -tanda kepemilikan harus dicantumiran pada
setiap barang inventaris, kecuali apabila
ruang/tempat yang tersedia ddak dapat
memuatnya, cukup dicatat dalam BI,KIB dan
KIR;

b) tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor
roda 6 {enam} dan roda 4 (empat} ditempatkan
pada bagian badan yang mudah dilihat;

c) tanda kepemilikan untuk kenilafaan krmotor
roda 3 (tiga) dan 2 (dua) ditempatkan pada
bagian badan yaag mudah dilihat;

d) tarrda kepemilikan untuk kendaraan bermotor
lainnya ditempatkan di tempat yang mudah
dilihat.

b. Fngamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan
dengan cara:
1. penjagaan dilalmkan oleh pengguna sesuai tugas

pokok dan fungsi; dan
2. pemagaran dilakukan oleh penguna terhadap tanah

dan/atau bangunaa yang dipergunakan untuk
penyelengaraan tugas pokok dan frrngsi dan oleh
pembantu pengelola terhadap tanah dan/atau
bangunan yang telah diserahkan oleh p€nguna
kepada Bupati.

3. pemasaagan papan tanda. keperrilikan dilakukan oleh
petrgguna terhadap tanah dan/atau bangunatr yang
dipergunakan untuk penyeleagaraan tugas pokok
dan fungsi dan oleh pembantu pengelola terhadap
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh
pengguna kepada Bupati adalah sebagai berikut :



a) pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan
Rr.mah Dinas dicaatumkan pada sebuah papan
yailg berukuran L5 x 25 cfr, sedangkan untuk
tanah kosong pada sebuah papan yang
berukumn sekurang-kurangnya 6O x 1OO cm.

bl pemasangan kode barang dan tanda kepernilil<an
Rumah Dinas Daerah dicantumkan pada tembok
rumah bagan depan sehingga tampak nyata dari
jalan llmlrm, yang krbentuk papan kecil dengan
ukr:ran :

tal lebar 15 cm;
(b) panjang 25 cm;
tc) gambar larrrbang Daerah berbentuk bulat

ukuran garis tengah 6 cm;
tdl tinggi huruf 2 crra.

c. pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh
penyimpan/pengiitUs barang dengitn carA penempatAri
pada tempat penyirnpanan yang baik sesuai dengan fisik
barang teisebut agar barang-barang terhindzrr dari
kerusal<an fisik.

(3) Pengamanan melalui upaya hukum sebagaimana dimaksud
dalan Pasal 5 ayat {2} huruf d terhadap barang milik daerah
yang bermasalah dengan pihak lain dilakukan dengan cara:
a. musyawarah {uegosiasi} untuk mencapai penyelesaian

pada tahap awal dil,aksanakan oleh pengguna dan pada
tahap selar{utrrya dilaksanakan oleh pengelola;

b. upaya pengadalian perdata rutupurr pidana
dikoordinasikan oleh bagian hukum; dan

c. penerapan hukum melalui tindakan represif/pngambil
alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan
oleh SAtuan P6lisi Pamong Prda dan/atau bersama-sama
bagian hukum, pembantu pengelola dan SKPD terkait.

Pasal 7

Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas
nama Pemerintah Daeratr;

Barang milik daerah berupa harrrs dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah;

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus
dileagfuapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah
Daerah.

(U
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t3)

Barang milik daerah
keuangan daerah dan
perundang-undangan.

Pasatr I

dapat diasuransikan
ditaksaoakan sesuai

sesuai kemampuan
ketentuan peraturan



Bagan Kedua
Pemeliharaan

Pasal 9

t1) Pemeliharaan merupakan kegiatan 1t"'* glldakan- a83r seTlua\-' 
barang selalu d"I"* keadaan baik dan siap untuk digunakan

*"crr* b*td*y* $rna dan berhasil guna'

t2) Pemeliharaan dilakukan terhadap barang irventaris {*s1-' 
..a"rg dafu unit pemakaian, tanpa merubah, menambah

atau menguralgi beatr:k maupun kontruksi asal, sehingga

dapat diJapai 
* 

pendayagunaan barang yang mesrenrrhi
persyaratan'b*ik 

'd"ti iegi unit pmakaian sraupun dari segi

keindahan.

(3) Penyelengg€irAan pemelfiafiern dapat benipa:
a. -pe*.*rar"*n-ringan adarah pemeliharaa* yang dilakukan

sehqri-hari oleh unit pemakailpengurus barang tanpa
membebani anggaran;

b. Pemeliharaan seuang adalah pemeliharaan dan.gerw3gl
V"*S dilakukan 

"ecara 
berkala oleh tenaga terdidik/terlatih

yarrg mengakibatkan pexrbehanan angaran; dan
c. b#rthar["t berat "Art"tt 

pemeliharaan dan perawatan
yang dilakulcaA secara serraku-wal<tu oleh tenaga ahli
yang pelaksana^annya tidak dapat diduga sebelumnya,

ietapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang

mengakibatkan pembebanan anggaran'

t4} Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah

barang milik daerah terhadap bahaya kerusakan yang

disebabkarl oleh f;aktof:
a. Biologis;
b. Cuaca, suhu dan siriari
c. Air dan kelembaban;
d. Fisik yang meliputi proses penuaall, pergotoran debu, sifat

barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, getaran
dan tekanan; dan

e. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan prubal.an
kualitas dan sifat'sifat lainnya mengurangi kegunaan
barang'

Pasal 1O

tU Baran$ yang dipelihara darn dirawat adalah barang inventafis
yang tercatat dalam buku inventaris.



t2)

t3)

Rencana pemeliharaan barang yaifu penegasan urutan
tindakan atau garnbaran pekerjaan yaog akan dilaksanakan

terhadap uarang inventaris, yang dengan te$as dan secara

tertulis *"*1r*t rnacamljenis barang, jenis pekerjaan,

banyaknya atau vohrme pekerjaan, perkiraan biaya, waktu
pelaksanaan dan Pelaksanaannya.

Setiap unit diwajibkan untuk men1rusun rencana pemelih araart

barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
a. harus memuat ketentuaa mengenai macam/jenis barang,

jenis pekerjaan, banylknya atau volume pekerjaan'
perkiraan biaya, walrfu dan pelaksanaannya;

b. menjadi bahan dalam melrjrusun rencana APBD,

khuiusnya Rencana Tahun Pemeliharaan Barang; dan
c. rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan

kepada Pengelola melatui Pembantu Pengelola untuk
dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggarall
yang bersangkutan-

Untuk Rencana Tahunan Pemeliheraan barang bagt SKPD

ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu
dan menurut prosedur yang ditetapkan, dengan demikian
maka Rencana- Tahunan Pemeliharaant barang merupakan
landasan bagr pelaksanaan pemeliharaan barang._ Setiap

perubahan yaag akan aiadatan pada Rencana Pemeliharaan
t.r.r,g harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang

bersaigkutan, sebeium diajukan kepada Pengelola melalui
Pembantu Pengelola.

perencanaan pemeliharaan gedung yang digunakan oleh

beberapa SKPD ditetapkan oleh pengelola.

Pasal trtr

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan
oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa Pengguna
sesuai dengan Daftar Kebuhrhan Pemeliharaan Rarang Milik
Daerah {DKIBMD) yang ada di masing-masing SKPD-

Biaya pemeliharaan bamng milik daerah dibebankan pada
APBD.

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan
dengan surat Ferintah Kerja/surat Perjanjian/Kontrak yang
ditandatangani oleh KePala SKPD-

Dalart rangka tertib ponreliharaan setiap jenis barang mitik
da€iafu, harus dibuat Kartu Pemeliharaan/perawatan yarig
memuat:

Naraer barang iaventaris;
Spsilikasinya;
Tanggal perauratan;
ienis pekerjaan atau pemeliharaan;

(4)

ts)

t1)

t2)

(3)

a.
b.
c.
d.

t4)



e.
t
crb'
h.

Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan:
Biaya pemeliharaan / Perawatan ;

Vrttg melaksanakan pemeliharaan/ perawatan;

Lain-lain Yang diPandang Perlu'

ts)

(6)

pencatatan dalam karfu pemeliharaan/perawatan barang

dilakukan oleh Pengurus barang'

Pelaksanaan pemeliharaan barang *itL daerah- !91p*o*"1
;;d";"ft* 

'r.u.rt"rran Pemeliharaan Barang Milik Daerah

y""g telah dituangkan kedatam DPA'SKPD'

Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang:

a. pekerjaan pemeliharaan barang yang ,k,t diterima harus
ailal."kan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Barang;

b. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia

PemerikSaan Barang;
c. pelaksanaan pekerj-aan/pemeliharaan barang dilaporkan

kepada Pengelola melalui Pembanru pengelola;

d. p"*b*rrto Fengelola menghimpun seluruh pelaksanaan
pemeliharaanbarangdaridilaporkankepadaBupati.

{71

Pasal 12

(u Pengguna dar]i/ataiu kuasa pengulla wajib membuat daftar
hasil pemeliharaan barang sesuai kewenanganrrya dan
melapoika, kepada Bupati melalui Pembantu Pengelola oetiap

semesteran dan tahunan.

tal Daftar hasil pemeliharaan sebagaimana dirnaksud dipisah
menjadi:
a. -pemelitraraan yang menairrbatr nilai barting/aset

{rehabititasi yang dikapitalisasi}; dan
b. |emeliharaan yang tidak menambah nilai barang/aset.

(31 Pembantu Fengelola meneliti laporan dan mel}Jmslx} q+"tL 
Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukap dalasr
1 (satu) tahun anggaran'

(4) Daftar Rerrcana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik laerah, 
dan laporan hasil pemeliharaan dimaksud pada

ayat {3i ditandatangani oleh pengguna selaku Kepala SKPD dan
dijadikan sebagai bahan evaluasi-

{5} Format Kartu Pemeliharaan (lampiran 1}'



BAB V
KETENTUAN I.AIN-I,AIN

Pasal 13

Barang-barang yang berada dalam kewenangan Satuan F"tj"
rerangkat naerarr/unit Kerja dan digunahn untuk kepentingan
pemeintah Kabupaten Katingan, maka pengamanan dan
pemeliharaan men;aai tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat

baerahlUnit Kerja yang bersangkutan'

Pasal 14

t1l Barang milik Pemeriatali Kabupaten I(atingan yang

tidak/belum memiliki dokumenlbukti kepemilikal barang
wajib dilakukan inventarisasi, dibukukan dan dilaporkan serta
diberi keterangan dengan singkat dan jelas.

t1l penelusuran dan penglrimpunan dokumen/buH kepemilikan
barang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah/ Unit Kerja yang bersangfutan.

(3) Dokurcenlbukti kepemilikan barang yang asli dilaporkan dan
diserahkan kepada $ekretaris Daeerah Kabupatea Katirgan
selaku pengelola melalui Kepala Bagian Perlenglapan dan Aset
selaku pembantu pengelola dengan Berita Acara;

t4l Sistern dan Prosedur pengamanan dan pemetriharaan ba"rang

milik daerah sebagaimana tercantum dalam larnpiran
Peratrrran ini, yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan
dari Perahrran ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belilm diatirr atau khrm cirkdp diatur dalam
Perattran ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan
peiuiidanfuridangan yang beflahi-



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui*ya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal Ltl ?**; s-.ct3

BIJd'ATI KATINGAN,

n"rp.rD
DTIWEL RAWING

diundangkan di Kasongan
pada tanggal lq ?,.-*i a'ou

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Lt)BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR

KATINGAN


